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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peralihan pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi yang dimulai pada 

pertengahan tahun 1998 menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang secara proporsional 

membawa tanggung jawab yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Sesuai 

dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat, kewenangan tersebut dituangkan 

dalam peraturan tentang alokasi dan penggunaan sumber daya nasional serta 

keseimbangan pandangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara spesifik, 

regulasi tersebut diperjelas dengan berlakunya UU Pemerintah Daerah No. 23/2014 bahwa 

penyelenggaraan otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan persyaratan Indonesia 

untuk tata pemerintahan yang baik. Seiring dengan peningkatan pengetahuan masyarakat 

dan pengaruh globalisasi, pemerintah harus mampu menyediakan produk dan layanan 

publik. 

Untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, setiap 

departemen pengelolaan keuangan negara harus menyampaikan laporan tentang sistem 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, yang mencakup cakupan yang lebih 

luas dan tepat waktu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pasal 1 UU 

Perbendaharaan Negara UU Keuangan Negara menyebutkan bahwa dalam rangka 

pelaksanaan “APBD”, penanggung jawab daerah menyampaikan “Tentang 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas APBD di bentuk laporan keuangan berdasarkan 

nomor PP sebagai PP Rancangan Peraturan Daerah. Nomor 71 Tahun 2010, meliputi 

laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasi, laporan perubahan 

ekuitas, laporan perubahan saldo selisih anggaran dan catatan laporan keuangan. 



Keuangan juga merupakan studi tentang manajemen publik, dan mendapat perhatian 

dari peran lembaga pemerintah formal, masyarakat dan organisasi / organisasi non-

pemerintah. Oleh karena itu, akses warga negara terhadap informasi keuangan mendukung 

transparansi pemerintah dalam menyatakan informasi publik itu sendiri. Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa asas-asas umum pengelolaan 

keuangan daerah pada pasal 1 menegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara 

tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan efektif, efisien, ekonomis, 

transparan dan bertanggung jawab. Pertimbangkan prinsip keadilan, kesesuaian dan 

kebaikan untuk masyarakat. Menurut Pasal 1, pemerintah bertanggung jawab menjaga 

transparansi agar prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan 

dengan normal. 

Transparansi anggaran dapat diartikan sebagai pengungkapan menyeluruh atas 

semua informasi yang terkait dengan anggaran secara sistematis pada waktu yang tepat. 

Menurut definisi ini, transparansi anggaran dapat dipahami sebagai proses dimana 

pemerintah menyediakan, secara terbuka menggunakan dan / atau menyebarluaskan 

informasi terkait anggaran selama persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

14/14/2008, setiap informasi publik terbuka dan setiap pengguna informasi publik dapat 

mengaksesnya. Sebagai informasi untuk konsumsi publik ditegaskan dalam Pasal 12 

bahwa lembaga publik wajib mempublikasikan layanan informasi setiap tahun, antara lain: 

jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang dibutuhkan lembaga publik untuk 

menyelesaikan setiap permintaan informasi, dan jumlah permintaan informasi yang 

diberikan. dan ditolak Dan / atau alasan penolakan permintaan. Hak memperoleh 

informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, selain keterbukaan informasi, publik 

juga dapat mengontrol dan memantau kinerja, dan lembaga publik dapat berpartisipasi 



dalam proses pengambilan keputusan, selain itu juga didorong transparansi dan 

transparansi. Pelayanan pemerintah yang bertanggung jawab. 

Berkaitan dengan keterbukaan informasi tentang penyelenggaraan negara dapat 

mempercepat terwujudnya open government yang merupakan upaya strategis untuk 

mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 

Keterbukaan informasi kepada publik juga menjadi salah satu indikator negara demokrasi, 

karena publik dapat melaksanakan mekanisme kontrol untuk merespon kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah dalam penyelenggaraan nasionalnya. 

Selain ketersediaan file, aksesibilitas dan publikasi, transparansi anggaran juga 

terkait dengan keterbukaan proses. Seseorang yang menggunakan hak untuk berpartisipasi, 

memantau atau bahkan memberikan nasihat dalam proses perencanaan, diskusi atau 

pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi, atau proses akuntabilitas. Dalam hal 

transparansi anggaran, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi, baik berupa 

dokumen maupun proses pelaksanaan kegiatan perencanaan anggaran. Pada saat yang 

sama, pemerintah berkewajiban untuk membuka dan mengeluarkan dokumen rencana 

anggaran dan kegiatan kepada publik. 

Aspek yang harus transparan pemerintah daerah adalah bahwa APBD atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perangkat kebijakan utama 

pemerintah daerah sebagai perangkat kebijakan, dan APBD menjadi pusat upaya untuk 

mengembangkan kapabilitas dan kapabilitas. Efektivitas pemerintah daerah. Anggaran 

daerah harus digunakan sebagai alat untuk menentukan jumlah pendapatan dan belanja, 

alat untuk pengambilan keputusan dan rencana pembangunan, dan alat untuk otoritas 

pengeluaran di masa depan. Ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan alat koordinasi 

untuk semua kegiatan di setiap unit kerja. 



Realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah 

yang memberikan informasi yang sama mengenai realisasi anggaran dan realisasi entitas 

pelapor dalam periode waktu tertentu. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi 

tentang realisasi pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus / defisit, dan pembiayaan 

entitas pelapor, dan membandingkan setiap item dengan anggaran. Informasi ini berguna 

untuk melaporkan penilaian pengguna tentang alokasi sumber daya ekonomi, pelaporan 

akuntabilitas entitas, dan keputusan kepatuhan anggaran. Periode pelaporan laporan 

realisasi anggaran minimal setahun sekali. Dalam beberapa kasus, tanggal pelaporan 

entitas akan berubah, dan periode tampilan laporan realisasi anggaran tahunan mungkin 

lebih lama atau lebih pendek dari satu tahun, entitas akan mengungkapkan informasi 

tersebut. Penyusunan laporan keuangan memberikan informasi yang berguna bagi 

pengguna laporan, terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan. Pelaporan keuangan adalah produk akhir dari serangkaian proses yang 

mencatat dan meringkas data transaksi. 

Sebuah media dimana pemerintah daerah menjelaskan kinerja keuangannya kepada 

publik. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan 

keuangan pemerintah daerah, maka dapat memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan 

pemerintah daerah berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Dapat dikatakan 

bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan dan mengungkapkan Nama Badan 

Pemerintah Daerah, kewajaran dan mutunya. Seperti yang dinyatakan dalam pelaporan 

keuangan berkualitas tinggi yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi pemerintah, salah 

satu kriterianya adalah laporan harus disampaikan dengan andal. Reliabilitas di sini berarti 

tidak ada konsep yang menyesatkan dan kesalahan substantif yang dapat dinyatakan dan 

diverifikasi secara jujur. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang 

berkualitas, dibutuhkan pengelola keuangan yang kompeten di bidangnya masing-masing. 



Dalam mencapai transparansi, laporan realisasi anggaran memiliki beberapa faktor 

transparansi yang dapat dijadikan tolak ukur. Krina (2003: 15) menjelaskan faktor-faktor 

yang mengukur transparansi sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi yang jelas; 

2. Akses mudah ke informasi; 

3. Membentuk mekanisme pengaduan; dan 

4. Meningkatkan pertukaran informasi melalui kerjasama dengan media massa. 

Jika aspek-aspek tersebut dapat tercapai maka transparansi dalam laporan realisasi 

anggaran dapat dengan mudah tercapai. 

PERDA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan dan Susunan Perangkat Daerah 

Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah Sumatera Selatan 

Dalam Administrasi Pembangunan terdapat laporan pelaksanaan anggaran 

pelaksanaan program kegiatan selama beberapa tahun, yaitu: 

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Program Kegiatan Biro Administrasi 

Pembangunan 

Tahun. Program 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi % 

keuangan Fisik 

2016 1. Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran. 

2. Program Koordinasi 

Pelaksanaan 

Pembangunan. 

3.  Program Kedinasan 

Pelaksanaan 

Pembangunan. 

1,866,032,963 90.90 100 

2017 1. Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran. 

2. Program Koordinasi 

Pelaksanaan 

Pembangunan. 

3. Program Kedinasan 

Pelaksanaan 

Pembangunan. 

1,341,352,700 98.78 100 



2018 1. Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran. 

2. Program  Koordinasi 

Pelaksanaan 

Pembangunan. 

3. Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur. 

2,557,430,900 92.14 99.21 

Sumber : Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, 2018 

Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1 bahwa pada tahun 2016 dan 2017 anggaran 

Administrasi Pembangunan mengalami penurunan, dan pada tahun 2018 anggaran 

mengalami peningkatan yang signifikan karena adanya peningkatan sekitar Rp. Pada tahun 

2018 terdapat 1.216.078.200 rencana yang berbeda dengan dua tahun sebelumnya yaitu 

rencana peningkatan kapasitas sumber daya perangkat. Terlihat dari tabel di atas bahwa 

penyerapan anggaran dan realisasi yang sebenarnya telah terserap seluruhnya, namun pada 

kenyataannya terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan tenaga pendukung dengan 

ketrampilan IT / komputer dan sertifikat barang dan jasa, serta keterbatasan fasilitas dan 

jasa. Infrastruktur untuk mendukung tugas pokok Badan Pembangunan. 

 

Gambar 1.1 Web Biro Administrasi Pembangunan 

Sumber : Website resmi Pemprov sumsel 

 

Dapat juga dilihat dari Gambar 1 di atas bahwa dokumen mengenai laporan realisasi 

anggaran yang direncanakan dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan tidak 

dipublikasikan di website sehingga laporan realisasi anggaran telah transparan. tapi belum 



terealisasi sepenuhnya. Terwujudnya transparansi dapat mewujudkan hak masyarakat 

untuk mengetahui untuk memperoleh dan memperoleh informasi atas kebijakan, rencana 

dan kegiatan pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 

kehidupannya. Ini bisa dilihat di website Development Administration yang tidak berjalan. 

Sementara itu terkait poin keempat transparansi Krina yaitu melalui kerjasama dengan 

media massa untuk menambah informasi, sehingga website yang masih belum berjalan 

dapat menghambat akses publik terhadap informasi yang merupakan aspek penting untuk 

mencapai transparansi itu sendiri. Administrasi Pembangunan juga memberikan informasi 

yang jelas tentang anggaran untuk laporan kegiatan publik, dan pengaduan belum 

terlaksana.Bahkan penulis tidak melihat bahwa belum ada pengumuman dan layanan 

pengaduan. Ini aspek kemudahan akses informasi, dan kurangnya aspek-aspek ini dapat 

menghalangi Transparansi itu sendiri. 

Dalam uraian latar belakang di atas, bagaimana masalah yang dapat diangkat dapat 

diselesaikan: Trasnparansi Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Biro 

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

B. Rumusan Masalah 

Pada catatan latar belakang, ungkapan pertanyaan penelitian ini adalah "Apa yang 

menyebabkan adanya transparansi dalam laporan perencanaan dan kegiatan Biro 

Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan?" 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk “menganalisis transparansi perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan 

kegiatan Biro Pembangunan dan Anggaran Setda Provinsi Sumatera Selatan”. 



D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini dapat diberikan dua macam manfaat yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang keilmuan bidang 

administrasi publik khususnya bidang keuangan nasional. 

2. Manfaat sebenarnya 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan tingkat 

keterbukaan informasi kepada publik. 
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